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PAJAK PBi{A}truATAI\t AIR BAWAH
ATR FE-RMLKAAN

TAI{AII DAN

Menimbang

Mengingat

DF}iGAI'I RAT&{AT TGIAN YAI\6 },fAHA Es,{

B[]PA?I KEPAIA DAERAII TI}IGKAT II PATI

: a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (Zlhuruf f tindang_*A*u-L*r 1g Tahun1997 tgntSru - puj* Daeralr danRetribusi, {erul, f":"t p.mofra#Air Bawah lanah Oen" Air pernukaanrerupakan- jenis pajak -ilr"d
Tinekat II ; --J\

b. bahwa unjuk- memungut pajak sebagai_nana dimaksud 
furuf " puitu ;iiJi;kan dengan peraturan o"I."n.

: 1. t_Indane-undang Nomor 13 Tahun 1950tentang penbentukan Daerab_daerahKabupaten dr.lT Lingkungan propinsiJawa Tengah ( nerit-a i.g.r, Tahunie5o ) ;
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2. Undang-undang l.Iomor 5 Tahun 1974
tentang pokok-pokok pemerihtahan Di
Daerah (t-enbaran Negara Tahun lg74
Nonor 38, Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor 3037) ;

3. Llndang-undang Irtcnor 17 Tahun 1997
tentang Badan peqyelesaian Sengketa
Pajak ( Lenbaran Negara Tahun lggT
Nomor 4O, Ta.mbahan Lenbaran Negara
Nonor 368a);

4. IJndang-undang Nomr lB Tahun lggT
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Nonor 97
Nonor 41, Tanbairan Lenbaran Negara
Nonor 3685 ) ;

5. Undane-undang I'iomr 19 Tahun 1gg7
tentang Penagihan pajak dengan Surat
Paksa ( tembaran Negara Tahun IggT
Nonor 42, Taabahan Lenbaran Negana
Noraor 3686 ) t

6- Peraturan Pemerintah Nomr 19 Tahun
l9t7 tentang pajak Daerah ( Lenbaran
Negara Tahun l99T lrbn<rr 54, Tanbafian
Lenbaran Negara Nomr 3691 ) ;

7" Keputusan ilrenteri Dalao Negeri
Norn>r 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan llaerah dan peraturan Daerah
Perub*han;



8. KeFrtusan Menteri Dalat NegeriItbrcr 120 Tahun .tggl t;;;.rg pedoanTata Cara PrneutEn najafr-naErafr ;
9. Kegttusan ilen

!73 i;h,;*$;i: ,#tr.."ff* H;Feneriksaan di BidanS n"r=r*'i,*rah ;
10. peraturan kT.h lbbupaten DaerahTingkat rr eali- r_r"roi*j*r*hun rgsg

.l?"tY-1,:Yiait redwai i*euli sipiril'#iHffitr',mi'f*.,f;;
kngan persetui
N"uip"te,,"ffi#i"ff*ffiT, #il*tt* Ragat kerarr

MEMUTUSKAN
: PERA1IJRAN DtyAI{ KABUPATB{ DAERAHTI}I}(AT II PATI 

-lEI\TrA}6,-.;ffi" Pg{A},I_FAATAN AIR BAPAI{ rar,qan nall ar*',nrxmxoo*

Menetapkan

r**ffi*t**
Pasal 1

FI* peraturan Daerah ini yangdengan :
a. $.erah adalah KabupatenTingkat II pati ; 

'--r-=v"

dimaksud

Daerah



b.

C.

d.

e-
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Pemcrintah Daerah adatah penerir:tah Kabupatcn
Daerah Tingknt II pati ;
Bupati Kepala Daerah adale.h Bupa.ti Kepala Daeralr
Tingkat It pati t
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dina.s pendapaian
Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II pati ;Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
pernukaan ya*g selanjutnya disebut pajak adaiah
Pungutan Daerah atas penanfaatan air barah tanatr
dan air permukaan ;Air bawah tanah adalah air yang berada diperut
buni, termasuk mata air yang nuncul slcar*
alamiah diatas pernukaan tanah ;Air pernukaan adalah air yang berada dipernukaanbuni tidak ternasuk air laui ;Surat Penberitahum pajak ttaerah yang
selanjutnya disingkat spTpD adalah Surat penlerf
t"ltl* dari f,tajib Fajaft yang berisi besa.rnyajumlah Air Bawah Tanatr dan alau air persukaan
yang dianbil Wajib pajak dala-n suatu nasa pajak;
Surat Setoran pajak Daeratr, yang selan3uinya
disingkat SSPD, adalah surat yrng aieunatan otefr*ajib Pajak, untuk relakukan penbayaran ataupenyetoran pajak yang terutang ke l(as Daerah
atau ke ternpat lain yang ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah;

*t?t , Ketetapan pajak herah yang selanjutnyadisingkat SKPD adalah Surat 
- 
treputusan y;g

benentukan besarnya junlatr pajak yang terutang ;

g.

h.

f

1.

J.
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k. Surat Ketetapan PejEk llaerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPOT(B adnlah Surat
Keputusan yang Gnentukan besarn5m junlah Pajalc
yarg terutang, juslah kredit pajak, junlah
kekurangan penbayaran pokok pajak, besarrtya
sanksi ndministrasi, dan junlah yang rasih harus
dibayar ;

I. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDfiBT
adalah Surat Keputusan yang menetukan tarbatran
ata^s jurilah Pajak yang telah ditetapkan ;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah I-ebih Bayar, yang
selanjutnya disinekat SKPDLB, adalatr Surat
Keputusan yang nenentukan junlah kelebilran
pembayaran pajak karena junlah kredit pajak
Iebih besar dari pajak yang terutang atau tidBk
seharusnya terutang ;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang
selanjutnya disingkat SKPD,I, adalah Surat
Keputusan yang nenentukan jumlah pajak yang
terutang sana besarnya dengan junlah kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pa.jak ;

o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat untuk nelakukan
tagihan pajak atau sanksi adninistrasi berupa
bunga dan atau denda ;p. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati Kepala Daerah.


